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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
HOMOR -{T TAHUN 2017

TENTANG

[ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN! (PALID)
TAMAN KANAK-KANAK (TK } CENDRAWASIH
DESA CICADAS KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Memmbang : a bahwa memperhatkan surst Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)
CENDRAWASIH Deca Cicadas Kecamatan Jaliwangi Kabupaten Majalenaka
Nomor 41 11 S5-TK.CENDATAAT tanggal 23 Januan 2017 perhal Permohonan
Pemeanjangan 1zn Operasional serta swral Rekomendasi Kepala UPTD
Pendidikan Kecamatan Jatiwangi Momor 421/25-UPTD Pendidikan tanggal
31 Janvar 2017 serta berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan peninjauan
tapangan oleh Tim Verfikasi zin Penyelenggarasn Pendidikan Anak Usia D
(PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. batwa berdasarkan pada perimbangan hurup a dan b serla sespal dengan
kelerfuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 23 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dipandang peru diterbitkan ifzin  penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) CENDRAWASIH
Desa Cicadas Kecamatan Jaliwangi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan
dengan Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka,

Mengingat » 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah-Dasrah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negaa Republik
tndonesia Tahun 1950}, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 4 Tahun 1958 fentang Pembentukan Kabupaten Purwakara dan
Habupaten Subang dengan mergubah Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Doerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provins:
Jawa Baral (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Momar 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Doersh
{Lermbaran Negara Repubfk Indonesta Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana (efah divbah
belweyapa kali lerakhir dengan Undang-lndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemubshan Kedua atas Undanglndang Momor 23 Tahun 2014 ifentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)




10.

1.

12.

Peraturan Pemevintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidkan (Lembaran Negara Repubk Indonesia Tahun 2005 Nomor
41,Tambahan lembaran Negara Republk Indonesia Nomor  4496)
sebagaimarna telah divbah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun A5 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomaor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Lrusan
Pemerinlah antara Pemeriniah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintsh
Kabupatenfota (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tenlang Organisasi Perangkat
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4864);

Peraturan Pemerniah Nomor 17 Tahun 2010 lentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan {Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahum
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagasmana lelah dubah dengan Peraturan Pemermtzh Momor 66 Tahun
2010 tenlang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
lentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157):

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republix indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tentang Slandar Pendidikan Anak Usia Dini:

Peraturan Menler Pendidikan dan Kebudayaan Repubk Indonesia Nomor B1
Tahun A13 Tenlang Pendiran Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Momaor 877); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Repubfik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendiian Satwan Pendidikan Anak Usia Dini (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Momor 2 Tahun 2008 Tenlang
Urusan Pemedintah Daersh Kabupalen Majalengka (Lembaran  Daersh
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daetzh
Mormor 1);

Peraturan Daersh Kabupafen Majalengka Momor 10 Talum 2009 Tentang
Omanisasi Perangkat Daerah Kabupalen Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 209 Nomor 10) sebagaimana telah dibah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majglengka Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Perafuran Daerah Momor 10 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majslengka (Lembaran Doerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMLUTUSKAMN ...



KESATU

KETKGA

KEEMPAT

Tembusan

1. Yth. Bupati Majalengka:

MEMUTUSKAN

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK) CENDRAWASIH Desa Cicadas Kecamatan Jatiwangi Kabupaten
Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Mentaati Peraturan Pemundang-Undangan yang berdaku;

Z. Dalam hal mefaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurkulum yang
digunakan mengikuli petunjuk dan aturan yang berdakoy.

d. Pemyslenggara  berkewajban  menyampaikan  laporan  lerufis  mengenai
perkembangan lembaga sefisp bulan kepadz HKepala Dinas  Pendidikan
Kabupalen Majalenpka;

4. Seqgala fasiltas dan kelengkapan yang menjadi syaratkelancaran berdifinya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidik
menjadi tanpgungiewab Yayasan/Penyelenggam,

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktom KESATU berdaku selama memenuhi

kelentuan dan dievaluasi seliap tahun, apabila terfadi pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelengaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
tersebut, maka izin penyelenogaraan Taman Kanak-Kanak {TK) ini akan dicabul.
Dengan berakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomor 77TAHUN 2014 tanggal 7 April 2014 dicabul dan
dinvatakan tidak beriaku.

Keputusan mi beraku sejak tanggal ditelapkan dengan kelenluan apabila

- dikemudian har terdapat kekefiruan dan atav kesalahan didalamnya akan diadakan

perbaikan alau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Moy
Pada Tanggal 2% -rokVleas 201}

2. Yth. Direkiur Pembinaan PAUD Ditjien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta:
3. Y. Kepata Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepata UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwandgi.



